Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.

Hukum
Indonesia

Komponen Substansi Hukum dan
Kelembagaan dalam Peradilan Pidana

Publishing



SISTEM HUKUM INDONESIA
Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan
dalam Peradilan Pidana






DR. SAHAT MARULI TUA SITUMEANG, SH., MH.

SISTEM HUKUM
INDONESIA

Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan
dalam Peradilan Pidana

nnnnnnnnnn



SISTEM HUKUM INDONESIA

Komponen Substansi Hukum
& Kelembagaan Peradilan Pidana

DR. SAHAT MARULI TUA SITUMEANG, SH., MH.

Copyright © 2020
All right reserved

Cetakan Pertama,
Oktober 2020

Diterbitkan oleh:

Logoz Publishing

Soreang Indah V-20
Bandung 40911

Telp/Fax 022-85874472
CP. 081322 70 2828
logozpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI

Penyunting & Penata Letak
Redaksi Logoz Publishing

Grafis Sampul
Redaksi Logoz Publishing

© 2020.

Isi buku sepenuhnya
tanggung jawab penulis.
Hak Cipta dilindungi oleh
undang-undang.

Hak Cipta dimiliki oleh
penulis.

Dilarang memperbanyak
sebagian atau seluruh isi
buku ini dalam bentuk apa
pun tanpa izin penulis dan
penerbit.

Katalog Dalam Terbitan

SISTEM HUKUM INDONESIA

Komponen Substansi Hukum
& Kelembagaan Peradilan Pidana

Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, SH., MH.

—Cet. 1.
— Bandung: Logoz Publishing, 2020
1jil., xii + 161 him.; ilus.; 17,5 x 25 cm

ISBN 978-623-7416-31-9



SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Alhamdulillahirobbilalamin. Puja yang Sempurna dan Puji yang Hakiki
kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas izin dan rahmat-Nyalah
Buku SISTEM HUKUM INDONESIA - Komponen substansi Hukum &
Kelembagaam Peradilan Pidana dapat disusun dan diterbitkan.

Perkembangan teknologi informasi, perubahan struktur masyarakat,
dan maju pesatnya ilmu pengetahuan telah mengubah hal yang esensi
dari tugas pokok seorang dosen. Peran dosen di era serba digital ini
lebih menjadi motivator dan bukan sekedar orator di depan kelas, setiap
dosen diharapkan menjadi role model tidak hanya bagi pembentukan
sistem berpikir dan intelegensi mahasiswanya, tetapi juga bagi charac-
ter building para mahasiswanya. Karena peran itulah maka para dosen
dituntut untuk produktif, bersemangat tinggi, dan terus menerus
mengembangkan inisitiatif dan kompetensinya, salah satunya adalah
dengan berkarya menulis buku.

Orang bijak mengatakan “sebuah buku berbicara dengan seribu
bahasa”. Menulis buku dan menumpahkan kreativitas melalui sebuah
buku tidak hanya berbicara science (ilmu) tetapi berbicara tentang spirit
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(semangat), idealism (idealisme), dan dedication(pengabdian) pada dunia
pendidikan serta tidak hanya meningkatkan nilai kumulatif dosen yang
bersangkutan, tetapi juga membawa makna yang lebih luas yakni
memberikan kontribusi yang sangar besar bagi ilmu pengetahuan
khususnya bagi para mahasiswa dan umumnya bagi pendidikan tinggi
di Indonesia serta masyarakat luas.

Saya memberikan Apresiasi yang setinggi-tingginya dan
mengucapkan Selamat kepada Saudara Dr. Sahat Maruli T. Situmeang,
S.H., M.H,, atas kesungguhan dan kerja kerasnya dalam menulis dan
menghasilkan buku Pengantar Sistem Hukum Indonesia. Semoga karya
ini dapat memacu dan menginspirasi para dosen lainnya di lingkungan
UNIKOM khususnya dalam menghasilkan karya-karya bermutu guna
memberi sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan Pendidikan
Tinggi Indonesia serta peningkatan kualitas sumber daya manusia In-
donesia.

Buku ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi
dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di tanah air serta
bagi kalangan profesional dan masyarakat umum.

Akhirnya, marilah jadikan buku ini sebagai sebuah awal dari karya-
karya kita selanjutnya. “Let’s make a history in our life, not just a story”
(Marilah kita buat sejarah dalam kehidupan kita, bukan hanya sepenggal
cerita) dan awal yang baik akan membawa kita pada hasil yang hebat
“Good Start will lead you to great end”.

Bandung, September 2020
Rektor UNIKOM,
Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T.



KATA SAMBUTAN
Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia 2011-2013
Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim & Investigasi
Komisi Yudisial RI 2013-2015

Guru Besar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran Bandung

Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Penulisan Buku Ajar bidang hukum di Indonesia harus terus didorong
agar banyak dilakukan oleh para penulis hukum yang berstatus sebagai
dosen, sehingga proses diseminasi ilmu hukum dapat berlangsung secara
terus menerus serta berkelanjutan dan meluas. Buku Ajar ini dikerjakan
oleh saudara Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H., seorang
Tenaga Pengajar dan sekaligus Advokat di Bandung, dengan judul
“SISTEM HUKUM INDONIESIA - Komponen substansi Hukum &
Kelembagaam Peradilan Pidana”, tentu saja buku ini harus disambut
dengan baik.

Substansi buku ini tentu saja tentang teori dan praktik hukum di
dalam Sistem Hukum Indonesia. Oleh karena itu, Buku ini layak dibaca
serta difahami dengan baik oleh para Mahasiswa, baik S1, maupun S2,
lImu Hukum.

Dari tulisan ini, saudara Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H.,
M.H. berusaha mengemukakan buah pikirannya. Saya menilai penulis
buku ini adalah seorang yang cukup produktif, karena meskipun sebagai
advokat yang tentu saja sibuk menangani perkara, tetapi masih sanggup
mengerjakan naskah tulisan ini dengan sungguh-sungguh. Semoga karya
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dari seorang dosen praktisi ini dapat membantu mencerahkan serta
mencerdaskan anak bangsa, khususnya dalam bidang hukum. Saya yakin
ilmu yang disebarkan kepada khalayak lewat buku ini juga bagian dari
pengalaman praktik yang bersangkutan. Untuk itu, penerbitan buku ini
patut disambut sebagai salah satu upaya memperkaya khazanah ilmu
hukum Indonesia.

Selamat membaca serta memahami buku ini.

Bandung, September 2020
Ttd
Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.



PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kepada Tuhan, bahwasannya buku ini dapat diterbitkan
sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan dan diharapkan oleh penulis
walaupun dengan segala keterbatasan waktu dan kesibukan yang
dihadapi penulis. Oleh karenya, penulis menyadari bahwasanya buku
ini dapat tersusun dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari rekan-
rekan terdekat penulis, terkhusus dukungan dan bantuan dari Ibu Diah
Pujiastuti, SH., MH. yang telah banyak meluangkan waktunya membantu
penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Buku ini merupakan referensi lanjutan dari Buku Pengantar Sistem
Hukum Indonesia - Suatu Tinjauan Teoretis yang penulis tujukan guna
memperkaya referensi bacaan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum
khususnya dalam materi mata kuliah Pengantar Sistem Hukum Indone-
sia. Di samping itu pula, penulis berharap dapat dijadikan sebagai bahan
referensi untuk menambah dan mengembangkan wawasan pembaca
di bidang ilmu hukum.

Di dalam buku referensi ini, penulis menyajikan materi-materi
mengenai komponen substansi dalam sistem hukum nasional, sistem
kelembagaan peradilan, dan sistem peradilan pidana terpadu.



Penulis menyadari bahwa karya tulis ini bukan merupakan sesuatu
yang sempurna, untuk itu penulis terbuka untuk berbagai saran perbaikan
guna mewujudkan buku ini menjadi karya yang lebih baik pada edisi
berikutnya.

Akhir kata, bagi semua pihak yang telah memberikan dorongan
moril dalam penyusunan buku referensi ini, dengan kerendahan dan
ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya.

Bandung, 08 Agustus 2020

Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.
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Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara
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Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pdana Korupsi (UU KPK)

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

RKUHP 2009/2010

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa
Pakraman



Ad. Hoc.

Adjudikasi

Analogi

Asas legalitas

Asumsi
Beschiking

GLOSARIUM

: Menerangkan suatu panitia/organisasi yang dibentuk

untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
menjalankan atau melaksanakan program khusus.

: Merupakan sebuah cara yang digunakan untuk

menyelesaikan sengketa atau juga konflik antara dua
pihak dengan melibatkan orang lain yakni sebagai
pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang nantinya akan
menjadi penengah dalam mencari jalan keluar serta
menghasilkan keputusan yang adil serta dapat
diterima oleh kedua belah pihak.

: Dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk

yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang
lain. Analogi merupakan salah satu proses morfologi
dimana dalam analogi, pembentukan kata baru dari
kata yang telah ada.

: Suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan

memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat
dan jelas. Asas ini juga melindungi dari
penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin
keamanan individu dengan informasi yang boleh dan
dilarang.

: Dugaan yang diterima sebagai dasar.
: Salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam

menjalankan peranannya yang tergolong dalam
perbuatan hukum pemerintah (Rechtshandelingen).

153



SISTEM HUKUM INDONESIA

Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan dalam Peradilan Pidana

154

Checks and balance : Merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolok

ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka
mewujudkan demokrasi.

Common platforms : Merupakan kesepakatan bersama dari berbagai

kalangan dari pemimpin negara, politisi, pemuka
agama, pemuka adat dan rakyat terhadap segala
auran-aturan yang berlaku dan kesemua aturan

tersebut tertuang dalam sebuah grand aturan yang

sering disebut dengan undang-undang.

Criminal justice system : Sistem peradilan pidana yang mengatur

De facto

Declaratoir

Deregulasi

bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan.

: Dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti

pada kenyataannya (fakta) atau pada praktiknya.

: Putusan yang hanya sekedar menerangkan atau

menetapkan suatau keadaan saja sehingga tidak perlu
dieksekusi.

: Proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara,

biasanya regulasi yang berhubungan dengan ruang
lingkup ekonomi.

Deteournement de pouvoir : Melampaui batas kekuasaan.

Dinamika

Diskresi

Disposisi

: Gerak (dari dalam); tenaga yang menggerakan;

semangat.

: Merupakan keputusan dan/atau tindakan yang

ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat
pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret
yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan
dalam hal peraturan perundang-undangan yang
memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap
atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerin-
tahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat
yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.

: Pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang

termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung
dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada
lembar khusus.



Elaborasi

: Penggarapan secara tekun dan cermat.

Equality before the law : Bahwa semua orang sama di depan hukum.

Equality before the law : Persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua

Etimologi

Filosofis

warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam
kualifikasinya sebagai pejabat negara.

: Cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul

suatu kata.

: Dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga filo-

sofis dapat mengubah kata benda atau kata ganti,
biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya
menjadi lebih spesifik.

Filosofische grondslag : Sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-

Freies ermesson

Grundnorm

Hak asasi manusia

Hermeneutika

Ibi societas ibi ius:

dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk
di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka.

: Berasal dari kata fres yang artinya bebas, lepas, tidak

terikat dan merdeka, sementara itu ermessen diarti-
kan sebagai mempertimbangkan, menilai, menduga
dan memperkirakan. Freies ermesson berarti orang
yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga
dan mempertimbangkan sesuatu.

: Untuk menunjukkan norma dasar, perintah, atau

aturan yang membentuk dasar dari sebuah sistem
hukum.

: Sebuah konsep hukum dan normatif yang menyata-
kan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada
dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi
manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada
siapapun, sehingga sifatnya universal.

: Salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang

interpretasi makna.

Ungapan yang tercatat pertama kali diperkenalkan
oleh Marcus Tullius Cicero (43 SM), seorang filsuf,
ahli hukum dan ahli politik kelahiran Roma. Pan-
dangannya tentang aliran interaksi dalam masyara-
kat dan pembentukan struktur hukum membawanya

Glosarium
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Ideologi
Indepedensi

Intervenient

lus curia novit

Judicial review

Komprehensif
Konferensi
Konfigurasi
Konkret

Konteks

pada kesimpulan bahwa setiap masyarakat mutlak
menganut hukum, baik disengaja ataupun tidak, yang
berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

: Merupakan suatu ide atau gagasan.
: Suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat

dengan pihak manapun. Artinya, keberadaan kita
adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak
tertentu atau organisasi tertentu.

Adalah pihak ke-3 yang tadinya berdiri di luar acara
sengketa ini kemudian diizinkan masuk ke dalam
acara yang sedang berjalan untuk membela
kepentingan sendiri.

: Hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga

Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan
mengadili perkara.

: Suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan

kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang
ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat
melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali
dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau
interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesian
yuridis.

: Luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi).
: Rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar

pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi
bersama.

. Istilah umum yang merujuk kepada bentuk, wujud

untuk menggambarkan orang atau benda.

: Nyata; benar-benar ada (berwujud, dapat dilihat,

diraba dan sebagainya).

: Kondisi di mana suatu keadaan terjadi.

Kudeta konst|tu5|ona| Kudeta yang diperintahkan oleh UUD 1945

apabila Pemilu tidak berdasarkan UUD 1945.



Landrete

Legal
Legitimate
Locus delicti

Logis
Marxisme

Glosarium

: Merupakan sistem pajak tanah/sewa tanah yang

digunakan untuk menanam tanaman wajib yang telah
ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang
ditetapkan oleh Thomas Stamford Raffles.

: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau

hukum.

: Kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan

putusan dalam peradilan.

: Tempat terjadinya tindak pidana.
: Masuk akal.
: Adalah sebuah paham yang berdasar pada

pandangan-pandangan Karl Marx. Awalnya Marx
menyusun sebuah teori besar yang berkaitan engan
sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem politik.

Marxisme-Lenimisme : Ideologi politik yang dimiliki partai komunis Uni

Mekanisme

Menganulir
Metodologi

Multifaset
Negara

Soviet dan Komintern dan para pendukungnya
menganggap ideologi ini berakar dari Marxisme dan
Leninisme. Tujuan dari marxisme lenimisme adalah
pengembangan negara ke dalam apa yang dianggap
sebagai negara sosialis melalui kepemimpinan
pelopor revolusioner terdiri dari revolusioner
“profesional”, yang merupakan kelompok-kelompok
kecil terpenting dari para kelas pekerja yang datang
ke kesadaran sosialis sebagai akibat dari dialektika
perjuangan kelas.

|//

: Hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu

bergerak, yang lain turut bergerak).

: Menganggap tidak sah (tidak berlaku); membatalkan.
: Merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau

metode.

: Bersegi banyak; beraneka segi.
: Organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata

pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas or-
ang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan
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Organisme
Otorisasi
Otoritas
Otoriter

Persoon

Polizei staat

Pranata

Praperadilan

Prestasi

Prodeo
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suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan
yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut
dan berdiri secara independen.

: Setiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat

kehidupan.

: Pemberian kekuasaan
: Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga

dalam masyarakat yang memungkinkan para
pejabatnya menjalankan fungsinya.

: Berkuasa sendiri; sewenang-wenang.
: Pembawa hak dan kewajiban atau subjek di dalam

hukum.

: Negara yang menyelenggarakan keamanan dan

kemakmuran atau perekonomian. Pada konsep ini,
negara bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan
kata lain negara jaga malam. Pemerintah bersifat
monarki absolut.

: Norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masya-

rakat yang khusus.

: Adalah wewenang Pemgadilan Negeri untuk meme-

riksa dan memutus: 1. Sah atau tidaknya suatu
penangkapan atau penahanan; 2. Sah atau tidaknya
penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan; 3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi
oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau
kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP); 4.
Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82
ayat 1 huruf b KUHAP).

. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya hasil

dari usaha.

: Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 1

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,
prodeo adalah proses berperkaraa di pengadailan



Rechtpolitiek

Rechtsfeit

Republik

Restorative Justice :

Science

Sewa-menyewa

Sistem

secara cuma-Cuma dengan dibiayai negara melalaui
anggaran Mahkamah Agung RI.

: Kajian yang relatif baru dan merupakan bagian dari

disiplin ilmu Hukum Tata Negara (staatrech?). Politik
hukum terbentuk dari dua disiplin hukum yaitu ilmu
hukum dan filsafat hukum dan bukan merupakan in-
tersection antara ilmu hukum dan ilmu politik.

: Peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh

hukum, namun demikian tidak setiap peristiwa
kemasyarakatan akibatnya diatur oleh hukum.

: Sebuah negara dimana tampuk pemerintahan akhir-

nya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip ketu-
runan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai
oleh seorang Presiden.

Merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus
pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan
pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai
keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan
terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum
terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya
kejahatan lebih lanjut.

: Adalah istilah yang digunakan merujuk pada rumpun

ilmu dimana objeknya adalah bena-benda alam
dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku
kapanpun dan dimanapun.

: Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan
suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu,
dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi
oleh pihak yang terakhir itu.

: Sistem berasal dari bahasa; Latin (systema) dan bahasa

Yunani (sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri
atas komponen atau elemen yang dihubungkan
bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi
atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

Glosarium
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Social engineering :

Sosiologi

Staatsidee

Struktur

Supremacy of law :

System of values :

Taakstelling

Adalah manipulasi psikologis dari seseorang dalam
melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia.

: llmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara

individu dengan individu, individu dengan kelompok
dan kelompok dengan kelompok.

: Sebagai hakikat negara yang paling dalam yang dapat

memberikan bentuk pada negara.

: Pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang

saling terkait dalam suatu objek material atau sistem,
atau objek atau sistem yang terorganisasi.

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip
supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah
diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman
tertinggi. Artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan
tertinggi dalam negara adalah hukum.

System adalah seperangkat unsur-unsur yang
berkaitan satu sama lain secara teratur yang menum-
buh kembangkan totalitas dan integritas. Sedangkan
values adalah nilai suatu konsep pengertian yang
abstrak yang mengandung arti dan memiliki makna.

: Lapangan yang menentukan tugas atau tujuan (negara

/ pemerintah).

Taakverwezenlijking : Perbuatan melaksanakan Undang-Undang dan

peratu ran.

The foundling fathers : Julukan bagi 68 orang tokoh Indonesia yang memper-

The good life

juangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari
penjajahan bangsa asing dan berperan dalam peru-
musan bentuk atau format negara yang akan dikelola
setelah kemerdekaan.

: Memiliki kehidupan yang baik.

The international court of justice : Sebuah badan kehakiman utama

Bangsa-Bangsa

Perserikatan

: Mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menye-

lesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan



The living law

The rule of law

Volkgeist

memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat
kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB.

: Hukum yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal

ini yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum barat.
The living law sebenarnya merupakan katalisator
(positif atau negatif) dalam pembangunan hukum
nasional.

: Prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus

memerintah sebuah negara dan bukan keputusan
pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut
biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum
dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku,
termasuk perilaku para pejabat pemerintah.

: Adalah istilah yang digunakan oleh seorang ahli

sejarah hukum, Von Savigny. Volkgeist berarti jiwa
bangsa atau dapat diartikan sebagai jiwa para elit.
Karena elit atau pemimpin mencerminkan bangsa.

Glosarium
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